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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut  di atas dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan 
Undang – UndangNomor 11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas II Pekalongan, 
yaitu dilaksanakan dengan pembentukan Pos BAPAS, Pengangkatan 
Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan, 
Peningkatan profesionalisme Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu 
Pembimbing Kemasyarakatan, penambahan jumlah sarana dan prasarana serta 
Peningkatan koordinasi antara para penegak hukum dalam sub sistem 
peradilan pidana anak dengan BAPAS. 
2. Hambatan – hambatanyang dihadapi BAPAS Kelas II Pekalongan dalam 
Optimalisasi peran BAPASdalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu adanya dua peran Pembantu 
Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos 
BAPAS sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan 
Negara serta belum adanya sarana dan prasarana yang memadai dan 





3. Upaya mengatasinya dengan koordinasi dengan Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dan peningkatan sarana 
prasarana dan anggaran khusus Pos BAPAS. 
  
B. Saran 
Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka dapat disarankan sebagai 
berikut: 
1. Perlu segera dibentuk BAPAS di setiap kabupaten / kota sebagaimana 
diamanatkan Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
2. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan  dan/atau Pembantu Pembimbing 
Kemasyarakatan yang ditempatkan di Pos BAPAS hendaknya berasal dari 
pegawai BAPAS bukan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dan/atau 
Rumah Tahanan Negara supaya lebih fokus dalam melaksanakan tugas – 
tugasnya serta pelatihan emosinal Pembimbing Kemasyarakatan dan 
Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan Pos BAPAS dalam menangani tindak 
pidana yang melibatkan dan/atau dilakukan oleh anak. 
3. Penambahan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk Pos BAPAS 
supaya bisa lebih optimal menjalankan perannya dalam sistem peradilan 
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